
 

  

 

 

 

 

BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

 

 PERATURAN BUPATI BULELENG 

NOMOR 10 TAHUN 2026 

 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA 

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2027 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI BULELENG, 

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pembangunan di daerah 

yang selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional, 

perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja 

tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah; 

b. bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 

merupakan permulaan dari seluruh proses perencanaan 

pembangunan dan dipakai sebagai pedoman 

penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat 

daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan 

pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 

Pidana, mengamanatkan bahwa rencana kerja pemerintah 

daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

SALINAN 
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Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2027; 

 

 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7153); 

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7011); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026 Nomor 395); 

5. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2026 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 

Provinsi Bali Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2026 Nomor 13); 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN 

BULELENG TAHUN 2027. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Buleleng. 

3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 

Kabupaten Buleleng Tahun 2027 yang selanjutnya disebut 

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan 

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 

10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
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untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber 

daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. 

 

  BAB II  

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 2 

 

(1) RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan 

jangka menengah Daerah yang memuat rancangan 

kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah 

serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah Provinsi 

Bali dan rencana kerja pemerintah pusat. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 

sebagai: 

a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam 

menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah; dan 

b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. 
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  BAB III  

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

 

Pasal 3 

 

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI   DAERAH 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

BAB VII : PENUTUP 

(2) Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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  BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng. 

 

  Ditetapkan di Singaraja 

pada tanggal 10 Juli 2026 

BUPATI BULELENG, 

 

            Ttd. 

 

I NYOMAN SUTJIDRA 

 Diundangkan di Singaraja 

pada tanggal 10 Juli 2026 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 

 

                                  Ttd. 

 

GEDE SUYASA 

 BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 10 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, 
 
 

 
Made Bayu Waringin S.H., M.H. 

NIP.19810716 200803 1001 
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